
1 Government to Business (G2B)

Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berba-
gai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan
pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk
membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis
dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B
maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, perat-
uran pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan
oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll. Salah satu tugas utama dari se-
buah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif
agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan
swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pe-
merintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan
berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban or-
ganisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang
baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk
memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, na-
mun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika
terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh
dari aplikasi e-Government berjenis G2B ini adalah sebagai berikut:

• Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi
berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pe-
merintah dan melakukan pembayaran melalui internet;

• Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pi-
hak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya trans-
portasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir
tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference), sampai den-
gan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumu-
man pemenang tender;

• Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga
pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan
secara efisien jika konsep semacam e-procurement diterapkan (menghubungkan
antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-nya);

• Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi da-
pat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan
hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.
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